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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ca

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala
Daerah menggjukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang digjukan sebagaimana dimaksud
daam huruf a merupakan perwujudan dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan
umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah
disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada
tanggal 26 bulan Januari tahun 2007.

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Tahun 1950);

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pgjak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994.
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);



4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah  diubah dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

12.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pgjak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribus Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4659);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomon 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesa Nomor 4578);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instanss Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007.



Dengan Persetujuan Bersama;;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 741.809.376.726,15
2. BelanjaDaerah Rp. 781.189.736.410,01
Defisit (Rp. 39.380.359.683,86)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 82.678.336.231,18
b. Pengeluaran Rp. 43.297.976.547,32
Pembiayaan Netto Rp. 39.380.359.683,86
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Adli Daerah sejumlah Rp 55.880.867.032,68
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 643.152.641.928,50
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 42.775.867.764,97

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis
pendapatan:
a. Pajak Daerah sgjumlah Rp 38.404.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 13.896.091.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sgjumlah Rp 251.102.432,68
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 3.329.673.600,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan:
a. DanaBagi Hasil sejumlah Rp 53.350.641.928,50
b. DanaAlokasi Umum sejumlah Rp 532.901.000.000,00
c. DanaAlokas Khusus sgjumlah Rp 56.901.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah sgumlah Rp 0,00
b. DanaDarurat sejumliah Rp 0,00
c. DanaBagi Hasil Pajak sejumlah Rp 39.775.867.764,97
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sgjumlah Rp 3.000.000.000,00
e. Bantuan keuangan dari proving / pemerintah daerah lainnya sgjumlah Rp 0,00



Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. BelanjaTidak Langsung sgumlah Rp 411.743.854.015,01
b. BelanjaLangsung sgjumlah Rp 369.445.882.395,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis
belanja:

Belanja Pegawai sejumlah Rp 349.904.115.155,01

Belanja Bunga sgfumlah Rp 30.000.000,00

Belanja Subsidi sejumlah Rp 58.125.000,00

Belanja Hibah sejumlah Rp 17.069.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial sgjumlah Rp 7.753.500.000,00

Belanja Bagi Hasil sgjumlah Rp 18.404.193.860,00

Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 16.524.920.000,00

Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunuf b terdiri dari jenis
belanja:
a. BelanjaPegawal sgiumlah Rp 54.159.559.262,50
b. BelanjaBarang dan Jasa sejumlah Rp 203.666.387.684,50
c. BelanjaModal sejumlah Rp 111.619.935.448,00
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Penerimaan sgumlah Rp 82.678.336.231,18
b. Pengeluanan sgjumlah Rp 43.297.976.547,32

(2) Penerimaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis pembiayaan:
a. SisalLebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sgjumlah

Rp 21.782.757.150,76

Pencairan Dana Cadangan sgumlah Rp 40.182.647.680,42

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00

Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman segjumlah Rp 1.585.511.400,00

Penerimaan Piutang Daerah sgjumlah Rp 19.127.420.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan sgumlah Rp 19.556.201.297,32
b. Penyertaan Modal (investas) Pemerintah Daerah sgumlah Rp 21.507.775.250,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 29.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sgfumlah Rp 2.205.000.000,00
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Angganan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran| . Ringkasan APBD;
2. LampiranIl  : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisas;
3. LampiranIll : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. LampiranlV : Rekapitulass Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;



5. LampiranV

Lampiran VI
Lampiran VI
Lampiran VIII :
. Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran XI
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12. Lampiran XII
13.Lampiran X111 :

. Rekapitulas Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungs daam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negarg;

. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
. Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
. Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

. Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagal landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
padatanggal, 29 Januari 2007

BUPATI PASURUAN,
ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
padatanggal, 29 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Drs. H. MACHMUD RIEF

Pembina Utama Muda

NIP. 510 054 806

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2007 NOMOR 1



